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ABSTRAK 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Salah satu bentuk kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa 

sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa Batang Sari, 

Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, aktivitas penambatan perahu merupakan 

bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mayoritas menggunakan transportasi 

perairan. Namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus 

mengatur penambatan perahu sehingga menimbulkan persoalan ketertiban, keamanan, serta 

kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah perairan desa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa dalam pembentukan 

Peraturan Desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, mengkaji proses formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan 

perahu di Desa Batang Sari, serta merumuskan konsep ideal pembentukan Peraturan Desa 

mengenai penambatan perahu dalam perspektif kewenangan desa. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk 

Peraturan Desa mengenai penambatan perahu sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala 

desa dalam rangka menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi, proses 

formulasi pengaturan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum adanya regulasi 

khusus dan belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), dan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam 

pengelolaan penambatan perahu di wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan konsep ideal 

pembentukan Peraturan Desa yang disusun berdasarkan prinsip partisipatif, kepastian hukum, 

dan kebutuhan masyarakat lokal agar tercipta pengaturan yang efektif, tertib, dan sesuai 

dengan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan daerah. 
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